
S A L I N A N  

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 12  TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang:   a.   bahwa  ketentuan Peraturan  Bupati  Tanah  Laut  

Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam rangka pengelolaan keuangan 

desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan 

mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang- Undang Nomor 12  Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 



3  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

100,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun  

2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Tanah  Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA 

ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 

TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12), sebagaimana telah 

diubah dengan: 

a. Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 

32); 

b. Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 

Nomor 32); 

c. Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

Nomor 96); 

d. Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 

Nomor 21); 

1. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), 

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 

a. hasil usaha; 

b. hasil aset; 

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 

d. pendapatan asli Desa lain. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, antara lain bagi hasil BUMDesa. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, 

tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset 

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang 

berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa. 

(6) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 
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kewenangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(7) Terhadap pendapatan asli Desa dapat digunakan sesuai 

dengan Peraturan Desa yang mengatur tentang pendapatan 

asli Desa.  

2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan 

ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

 

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf  b,  yaitu  semua  pengeluaran  yang  merupakan 

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan 

Desa. 

(3) Hasil temuan Inspektorat berupa kesalahan belanja termasuk 

pendapatan yang diterima. 

(4) Kesalahan termasuk pendapatan yang diterima  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) pada tahun anggaran sebelumnya 

tidak dapat dipergunakan pada tahun anggaran berjalan dan 

dianggarkan kembali pada kegiatan tahun anggaran 

berikutnya. 

3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 75 disisipkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat 4a, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 75 

 

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa  dilakukan  berdasarkan  

RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 

dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan  

kepada  Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas 

dasar  DPA  dan  SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh 

Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 

dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh 

Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan 

SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan 

telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan cara transfer dari RKD ke rekening atas nama 

penyedia barang/jasa dengan tidak ada nilai minimal 

transaksi. 

(4a) Dikecualikan terhadap ketentuan transfer dari RKD ke  

rekening atas nama penyedia barang/jasa sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (4) yaitu apabila dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa antara 

lain: 

a. pembayaran honorarium narasumber sampai dengan Rp 

750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

b. pembayaran belanja materai dan benda pos lainnya; 

c. pembayaran biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan bermotor; 

d. pembayaran uang harian perjalanan dinas kepada 

masyarakat; 

e. pembayaran hadiah kepada masyarakat; 

f. pembayaran honor kepada masyarakat; 

g. pembayaran upah pekerja harian; dan/atau 

h. pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas, 

belanja jasa service, belanja fotokopi dan belanja bahan 

bakar minyak (BBM) sampai dengan Rp500.000,00 (lima 

ratus lima  puluh ribu rupiah) per SPP; 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, 

dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan telah 

disetujui oleh Kepala Desa. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

dengan cara ditransfer dari RKD ke rekening atas nama 

penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Pengeluaran atas beban APBDesa  sebagaimana  dimaksud  

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi 

pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 

(8) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selain dibuktikan 

dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditambah dengan bukti 

transfer dari RKD ke rekening atas nama penerima yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(10) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

ditandatangani oleh penerima yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan Pasal 77 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), 

sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 77 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 

semester pertama kepada Bupati melalui camat dan Perangkat 

Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa secara 
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berjenjang. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling lambat minggu 

kedua bulan Juli tahun berjalan. 

(4) Laporan Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) 

yang disampaiakan melewati batas waktu minggu ke 2 (dua) 

bulan juli, maka penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa 

ditunda pencairannya selama 2 (dua) bulan.  

5. Ketentuan Pasal 79 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4, 

sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 79 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat dan 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa 

secara berjenjang setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

dengan: 

a. laporan keuangan, terdiri atas : 

(1) laporan realisasi APBDesa; dan 

(2) catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 

c. daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa. 

(4) Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (2) dan ayat (3), apabila disampaikan 

melewati batas waktu tanggal 31 Maret, maka penyaluran 

ADD, HPDesa dan HRDesa dilakukan penundaan selama 4 

(empat) bulan.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 16 Januari 2024 

Pj.BUPATI TANAH LAUT, 

 

                ttd. 

 

    SYAMSIR RAHMAN  

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 16 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                ttd. 

 

       DAHNIAL KIFLI 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 2 


